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PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan PelabuhanKuala Tungkal Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238
E-mail :itkabtib@gmail.com Website: http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/

Kuala Tungkal, 3! Agustus 2023

Nomor . LHE —700/29%1sp/2023 Kepada Yth :
Sifat . Penting Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan
Lampiran : 1 (satu) berkas Pengambangan Sumber Daya Manusia
Hal . Laporan Hasil Evaluasi Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
Akuntabilitas Kinerja BKPSDM di-
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2023. Kuala Tungkal

Dalam rangka pelaksanaanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32
Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini
kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian
dan Pengambangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:
1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Léporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentangPenjenjangan ' Kinerja Instansi
Pemerintah;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Téntang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dae}ah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
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rembangunan Jangka Fanjang bacran, kencana Fembangunan Jahyna
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

7) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barét Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

8) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 81/Kep.Bup/Isp/2023
Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023;

9) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor:
800.1.11.1/287/SPT/2023 tentang Melakukan Evaluasi SAKIP pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perfindur'xgan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas
Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Ketahanan
Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakit dan Desa, Kecamatan
Tungkal Ulu, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Renah Mendaluh
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakanrangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur
yangdirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data,pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansipemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerjainstansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan
pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,serta untuk mendorong
peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil,
maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasiatas implémentasi SAKIP
terhadap OPD dan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat me'ndordng Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dan secara khusus Badan Kepegéwaian dan
Pengambangan Sumber Daya Manusia Daerah untuk berkomitmen dan
secara konsisten meningkatkanimplementasi SAKIP dalam meWujudkan
capaian kinerja (hasil) yang telahdirencanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-
baiknya.Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat
dijadikanpanduan bagi para evaluator.Pedoman evaluasi AKIP tersebut yakni
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
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Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian
dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain
evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan

pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

¢. Tujuan Evaluasi

1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada
Instansi Pemerintah.

2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;dan
e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode

sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi o ,

1) Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. :

2) Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen
kinerja, yang meliputi:
a) Perencanaan Kinerja,
b) Pengukuran Kinerja; ‘ "
c) Pelaporan Kinerja;
d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap
implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan
kinerja jangkapanjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan
perencanaan kinerja jangka pendek.Termasuk penerapan anggaran
berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data
kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas
pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup,
antaralain:

a) Penilaian kualitas perencanaari kinerja yang selaras yang akan
dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
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b) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja; ‘

c) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar
dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya;

d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan
kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

e) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja

lainnya.

Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dilaksanakan .selama 15
(lima belas) hari mulai tanggal 02 s/d 19 Agustus 2023.

. Metodologi Evaluasi ’

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi
dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi
kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan
tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang
ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP,
aktivitas evaluasi yang akandilakukan, serta kendala yang akan ditemukan
dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil
agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi
SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang
meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi

AKIP, antara lain: I

1) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan
finformasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaa nevaluasi AKIP, sehingga
pihak penyedia informasi dan data(responden) dapat memenuhi
kebutuhan tersebut. '

2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana .
Komunikasi dapat dilakukan dengan wezwvancara secara langsung,
maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon,
chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebinh
dahulu jadwal dan catatan mengenai- hal-hal atau materi yang akan
ditanyakan.
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3) Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan
pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan
dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat
indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan
jalannya aktivitas.

4) Studi Dokumentasi
Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang'tidal'( secara
langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit
kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti
peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun
elektronik/digital.

f. Gambaran Umum Unit Kerja ‘ '

Berdasarkan Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada
Pasal 2 huruf e angka 4 menyatakan bahwa ‘Badan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten”. “Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan”.

Dalam kedudukan dan fungsinya Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas
pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas
dukungan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
serta pembinaan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang
pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja
Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu
pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

Berkaitan dengan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian
yang akan dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak bisa dilepaskan
dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat. Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Rendahnya Angka Indeks Profesional ASN dengan kategori sangat
rendah (59);
2) Kesadaran ASN untuk berdisiplin masih rendah;
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3) Kurangnya kesempatan ASN untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
4) Kebijakan daerah dalam promosi dan mutasi pegawai dalam pemenuhan

aparatur perangkat daerah belum optimal.

Tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah
mewujudkan ASN yang professional, kompeten dan kompetitif. Sasaran untuk
mencapai tujuan tersebut yakni:
1) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme ASN.
2) Meningkatnya Penataan dan Kinerja ASN.

. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap
perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk p'enerapan anggaran
berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja
yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya
yang digunakan dalam menentukan nilqi dalam evaluasi, akan tetapi juga
termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur
keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah.

Secara umum, implementasi SAKIP pada Badan kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah masih délam tahap perbaikan
pemanfaatan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara memadai,
karena Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam
mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien yang dilakukan secara
berjenjang dan berkesinambungan. ' i

Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang
besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya.

Untuk itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah perlu untuk fokus pada perbaikan kualitas perencanaan,
menyusun pengukuran kinerja yang memadai, melakukan evaluasi kinerja
secara berkala dan menyusun laporan kinerja dengan penyajian data yang
andal. Pencapaian prioritas pembangunan daerah melalui perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi, efekitif, efisien, serta monitoring dan evaluasi
hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.
Berdasarkan evaluasi SAKIP yang dilakukan Inspektorat, kemudian dilakukan
pengkategorian dengan tujuan untuk memetakan tingkat efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran instansi pemerintah.

. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Evaluasi Akuntébilitas Kinerja> terhadap Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat tahun sebelumnya mendapatkan nilai 66,51 dengan
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kategori Baik yakni terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit
kerja, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan, serta komitmen dalam
manajemen kinerja. Pengukuran kinerja belum berdampak langsung terhadap
pencapaian kinerja organisasi, dan masih terdapat beberapa hal yang belum
dilakukan tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut :
A. Perencanaan Kinerja
1. Perencanaan Kinerja mulai memenuhi standar yang baik, tetapi belum
sepenuhnya terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen
perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan
kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
2. Indikator kinerja yang telah ditetapkan belum sepenuhnya
menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai dan
tertuang secara berkelanjutan (tidak sering diganti d'alam 2 periode
Perencanaan Strategis).

B. Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan. dalam
mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan belum sepenuhnya
dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan yang terlihat pada
Pimpinan yang belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil
keputusan dalam mengukur capaian, setiap level organisasi belum
sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja
unit dibawahnya secara berjenjang.

C. Pelaporan Kinerja

1. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar
menggambarkan kualitas atas Pencapaian = Kinerja, informasi
keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang terlihat pada dokumen laporan
kinerja belum sepenuhnya menginfoka perbandingan realisasi kinerja
dengan realisasi kinerja dilevel nasional menginfokan' kualitas atas
capaian kinerja beserta upaya nyata dan ratau hambatannya,
menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

2. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang
besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai- kinerja
berikutnya yang terlihat pada informasi dalam laporan kinerja yang
belum sepenuhnya selalu menjadi perhatian utama pimpinan, menjadi
kepedulian seluruh pegawai, informasi dalam laporan kinerjé berkala
digunakan dalam penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja,
digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan
dihadapi berikutnya dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja
organisasi.
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2. GAMBARAN HASIL EVALUASI
a. Kondisi, berupa

gambaran

baik maupun catatan kekurangan

tentangkondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberh?sil'an pada:
Nilai  hasil akhir
memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai
berikut: '

dari penj'umlahan komponen-komponen

| No..

. Kategori.

it Ania |

T T O A TR

>90-100

Sangat Memuaskan
Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja
dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit
kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang
dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran
kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.’

> 80-90

Memuaskan

Terdapat gambaran bahwa instansi
pemerintah/unitkerja dapat memimpin perubahan
dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi
hasil,karena pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level eselon
4/Pengawas/Subkoordinator.

BB

>70-80

Sangat Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada
2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit
kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik
ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi
penggunaan anggaran dalam mencapai
kinerja,memiliki sistem manajemen kinerja yang
andal dan berbasis teknologi informasi, serta
pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level
eselon3/koordinator.

>60-70

Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik
pada1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja
utama.Terlihat masih perlu adanya sedikit
perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam
manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru
dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit
kerja. .

cC

> 50-60

Cukup (Memadai)

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik.
Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan
walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas
kinerja pada unit kerja.

>30-50

Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat
diandalkan. Belum terimplementasi system
manajemen kinerja sehingga masih periu banyak
perbaikan mendasar di level pusat.

>0-30

Sangat Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak
dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat
penerapan manajemen kinerja sehingga masih
perlu banyak perbalkan/perubahan yang sifatnya
sangat mendasar, khususnya dalam implementasi
SAKIP.
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Hasil Evaluasi atas masing-masing komponen kinerja adalah sebagai
berikut:
1) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
a) Belum ada bukti yang cukup bahwa Pengukuran Kinerja telah menjadi
dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun
fungsional, Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian
(Refocusing) Organisasi dan Pengukuran kinerja belum mempengaruhi
penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
b) Belum ada kebijakan yang dibuat untuk mencapai kinerja.
¢) Pemilihan program kegiatan masih sama dengan tahun-tahun
sebelumnya, belum terlihat inovasi untuk mencapai kinerja.
d) Belum ada dasar perhitungan di dalam penambahan atau pengurangan
anggaran unit kerja. '
e) Setiap unit/satuan kerja dan setiap pegawai belum. sepenuhnya
memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

2) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

a) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfckan perbandingan realisasi
kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark
Kinerja), belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja
beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan belum sepenuhnya
menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai
kinerja

b) Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan
(Bertanggung Jawab) dan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai

c) Belum ada bukti telah disusun laporan kinerja berkala.

d) Belum ada bukti telah dilakukan penyesuaian anggaran berdasarkan
capaian kinerja berkala.

e) belum ada bukti telah dilakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja
berkala.

f) Belum ada bukti yang cukup bahwa Informasi dalam laporan kinerja telah
digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi
berikutnya. :

g) Kebijakan tentang budaya organisasi belum disusun.

3) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan
oleh SDM yang memadai, belum sepenuhnya dilaksanakan dengan
pendalaman yang memadai dan belum dilaksanakan menggunakan
Teknologi Infarmasi (Aplikasi)
b) Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan
melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas

Kinerja internal.
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c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya
dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta
dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

d) Belum sepenuhnya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan
memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan
1) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

a) Mengusulkan penambahan pegawai untuk mengisi jabatan yang kosong
dan mengusulkan mutasi terhadap pegawai ya'ng kinerjanya tidak baik.

b) Memantau progress penyusunan SOTK yang berdasarkan PERMENPAN
No. 25 Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan anjab per level jabatan.

c) Melakukan rapat membahas strategi dalam mencapai kinerja disertai
dengan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja.

d) Menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk mencapai target
kinerja.

e) Melakukan inovasi program kegiatan dalam rangka percepatan dan
peningkatan pencapaian kinerja.

f) Menyusun analisa kebutuhan terkait penambahan atau pengurangan
anggaran organisasi.

g) Setiap pegawai untuk membuat pakta integritas tentang komitmen untuk
melakukan pengukuran kinerja dengan andal dalam rangka mencapai

target kinerja.

2) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

a) Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengén realiasi kinerja
di level nasionalfinternasional (Benchmark Kinerja) pada BAB Il LKJiP,
dan Menyajikan informasi mengenai kualitas atas capaian kinerja beserta
upaya nyata dan/atau hambatannya serta Menyajikan informasi mengenai
efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

b) Melakukan rapat yang membahas mengenai informasi capaian kinerja
dalam LKJiP dengan melibatkan seluruh pegawai/staff di dalam menyusun
LKJiP. ' i

c¢) Menyusun laporan kinerja secara berkala untuk digunakan dalam
penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

d) Melakukan pembahasan mengenai penyusunan RENJA, dan dokumen
perencanaan penganggaran.

e) Melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja secara berkala.

f) Melakukan pembahasan penyesuaian perencanaan kinerja berdasarkan
informasi di dalam LKJiP.

g) Menyusun kebijakan kepala organisasi tentang budaya organisasi.
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3) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang
memadai dan belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.

b) Mengusulkan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk
memperbaharui dan meningkatkan kualitas E-SAKIP sehingga dapat
digunakan untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah OPD dan Kecamatan.

c) Menyusun laporan mengenai perbaikan dan peningkatan akuntabilitas
kinerja yang telah dilakukan sebagai bukti hasil dari pemanfaatan LHE
SAKIP.

d) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk
perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung
efektifitas dan efisiensi kinerja.

e) melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan
hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.

3. PENUTUP
a. Simpulan
Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah memperoleh nilai 70,11 atau
predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa AKIP sudah
sangat baik tetapi masih tetap memerlukan perbaikan. Rincian penilaian
tersebut adalah sebagai berikut:

N K Total ‘Nilai'Hasil'Evaluasi
2 i b Bobot | Akuntabilitas Kinerja
1 Perencanaan Kinerja 30% 22,88
2 | Pengukuran Kinerja 30% 20,53
3 | Pelaporan Kinerja 15% 09,75
4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25% 16,95
Nilai Akuntabilitas Kinerja 100% 70,11

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih |Baik

Implementasi SAKIP yang lebih baik akan mempercepat
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang
bersih dan akuntabel, pemerintahan ylang kapabel, serta meningkatnya
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. , ‘

Keberhasilan pelaksanaan eyaluasi AKIP diharapkan dapat
mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya
kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah serta meningkatnya akuntabilitas 3adan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terhadap kinerjanya.
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Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Tahun 2023 pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.Kami mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran
memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan
menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan Kepada Yth:
1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal,
2. Arsip.
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LXE Unit

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

kinerja telah
1| Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. Y A {00
2| Terdapal dokumen perehcanaan kinana jangka panjang Y 1-‘00
3| Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menangah Y / oo
4| Terdapat dokumen perencanaan kinorja [angka pendek Y 1.00
5| Terdapat dok per aktivitas yang kinerja ¥ 100 |
6| Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinena v 1.00 DPA
1 k kinerja telah uhl standar yang balk, T H 5
yaitu untuk mencapal hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, B
peny g) disetiap level secara logls, W |
serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 9o I ) .751?1% 638
3 |
Kntena 4 .
1| Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan " G uhu | Dokumen sisdals terbaru dan ditandatangani Renstra, Renja, IKU, PK, (final & formal)
B g ;
2| Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu 5 Telah di Upload sesuai batas wakmu Telah diupload di ESR, website, E~SAKIP scr
B ¢ 0.70 tepat wakty (scroenchoot)
3| Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas ; ' T[Rensa, Renja, IKU, PK, (final & formal)
Kinerja sebenarnya yang perlu '
dicapai. L : L '
2 Hasil (T telah jelas 070 Renctra, Renja, IKU, P, (final & formal)
kondisi kine ng akan dicapal. B 5 g
5| Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kritena SMART e Renstra, Renja
B A ¥
6| Indikator Kinera Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinena KU
Utama yang harus dicapal, tertuang secara barkelanjutan (sustainable - ! 1
tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis) ' ' |
B 070 ' F
l
7| Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai 2 |Renstra, Renja, IKU, PK, (final & formal)
i‘sﬂﬁ ble), menantang, dan realistis B8 0. !
B|Setiap Dokumen Parlnbar@an Kinerja menggambarkan hubungan yang Resnlra, renja [
berkesinambungan, serta selaras antara KondisiHasil yang akan dicapai 070
di setiap level jabatan (Cascading) B
glp kinerja dapat i tantang hubung; Resntra, renja
kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aldivitas antar bidang/dengan tugas 70
dan fungsl lain yang berkaitan (Crosscutting). B 0
10| Setiap kerja danr Per PK
Kinarja. . B 070 :
11|8elap peg: dan pkan P Kinerja = e , PK T
\
1.c| Perencanaan Kinerja telah untuk ] hasl
yang 15.00 70,00% 10,50
Kritenia:
1] Anggaran yang ditetapkan talah mengacu pada Kinena yang ingin dicapai B 070 DPA, Renfa, RKFD
2|Altnitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai 8 070 OPA, Renja, RKPD
3| Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan % Ev. Renja (E.81)
baik, atau setidaknya masih on the right krack B o7
3'Rmn- aksl| kinena dapat barjalan dinamis karena capaian kinerja selaly JEV. Renja (E.B1) Belum diformalkan oleh
|dipantau secara berkala B 070 | bappeda
4| Terdapat parbaikan/peny D ¥ Kinefja yang ‘ Hasil rekomendasl atas eval renja oleh bappeda|
ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. B 070 ser berkala
5| Terdapat kan/| Dokumen P Kinerja Hasli rekomendasi atas eval ren|a oleh bappeda|
dalam mewujudkan kondisi/asil yang lebih balk B 070 B ser beriala
6| Setap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam 2 Pesll/uI/IV
|mencapal kinerja yang telah direncanakan B 070 I
7|Setap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam ¥ PK stal
|mencapai.kinerja yang telah B 3 070
RN A LR i T 0 20.53
Kinera telah dilak -
v . 6.00 8.00,
1| Terdapat pedoernan teknis pangukuran lanerja dan p F data . t m.o ’ ¥ lan data
{ J X
2| Terdapat Definis| Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur v 1o
3| Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang Y 100 dala
lian i
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam "B
Kinerja secara Efeldif dan Efislen dan telah dilakukan secara = ]
berjenjang dan ! sl ,
1[Pimpinan selald larbat sebagar pengambil kepLtusan (Decision Maker) ‘ = i e T b ropat peny [
m i a0 A :
2| Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian 8 070 ¥ LK] atau delwmen @.81 & data pandukung .
ih: n e 1
3{Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang B 070 LK) atau dolwumen 8.81 & data pendulaing
| n
4| Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala BB 080l LK) atau dokumen o 31 & data pendulung
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5[5ebap lovel org efas penguiairan capsisn ; * Laporan Kegiatan / hasll pemantuan | evaluas
Kineq uni dlbawahnya secarm berjenjang B 010 capelan kinarja masing2 OPD yg dikumpulkan
: ! : darl level paling bawah kasi / stal
8| Pengumpulan data kinerja telah gl 8 010 o-sakip
HApli@s!).
7] Pengukuran capalan kinarja telah Teknolog Inf g =
Aplipsi) [t} 070
[ 7.¢| Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberlan Reward
dan F serta peny strateg| dalam mencapal kinerja
yang efoktlf dan efisien 1500 | BA.00% 010
1| Pengukuran Kinana telah menjadi dasar dalam panyesualan 77
{pemb peng gan) n 070
lanerja/penghasilan .
2| Pengukuran KlMl‘]l telah menjadi dasar dalam P - Kinetja belum n menjadi [777
Ipenghapusan Jabaton baik struk : T 1y
Nuwanmﬂ ¢ 0,50 [dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan
3| Pengukuran.kinena telah mempengaruhi penyesualan (Refocusing) Pengukuran Kincgja belum sepenuhnya 7
Organisasi c 050 i penyesuaian Organisasi
a|F kinerja telah peng peny Strateg) dalam Pengukuran Kinega belum scpenulinya 7
mencapal kinerja c 050 | mempengarulil penyesualan Stratcgi datam
" |mencapai kinerja
5| Pengukuran kinerja telah mempengaruhl penyesuaian Kebijakan dalam Pengukuran Kinerja belum sepenul m
i kinerja c 0,50 | mempengaruhl peayesuaian k:bu.\hn dalam
mencapal kinerja
8| Pengukuran kinerja telah hi peny Aldivitas dalam Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya m
|mencapal lanena c 0.£0 mmpcn.gamlﬂ penyesualan Aklifitas dalam
| mencapai Kinega \
7| Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam B P Kinegja belum I mn
i c 0,50 |mempengarubi penyesuaian Anggaran dalam
‘| mencapai kinma '
5| Terdapat efisiensi atas ggaran dalam ldnerja, 8 070 { 2 |-_r-39|< :
9| Setiap uni/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran Unit Satuan Kerja belum hnya hamij|Paida Pes I, I, IV
Knerja c 050 |dan pedull atay hasil pengukuran kinerja i
10| Setiap pegawal memahami dan peduil atas hasil pengukuran kinerja | Pegawai belum sepenuhnya memahamidan ~ [Palda Intagritas, PiK es I, I,
c 0.50 |peduli alas hasil pengukuran Kinegja ; :
. 7
3-'PEWQRANKINERJA AR ST PO P "3 o= 3 e sy 5 - "
ANt | as00 65 00% 9.75 : gl R
33| Terd: Dokumen Laporan yang mmgglmbarhn Kin
= i 100 100.00% 2.00
1| Dokumen Laporan Kinerja telah disusun Y 1.00 - LK)
2| Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. Y 700 — ]
3| Dokumen Laporan Kinerja telah diformatkan. Y 100 T . ]
4| Dokumen Laporan Kinena telah direviu Y r ]
5| Dokumen Laporan Kinenja telah dipublikasikan. Y 0 K r
6| Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waitu Y 1.00 fﬁ
3.b| Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhl Standar -
menggambarkan Kualitas atas Pencapalan Kinerja, Informasi
| keberhasilankegagatan | as0 66.67% 3.00
|___{idneria serta upava porbali@nioenvempymaannva
1| Dokymen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan LK)
| Istancar 88 0.80
2| Dolumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh Informasi tentang 0[]
N Eata B 070
__'3 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi 7]
kinerja dengan target tahunan. B 070
4| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi LK]
kinerja dengan target jangka B 0.70
menengah
sianuman Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi g T
kinerja dengan realisasi kinefja B 070 '
L___{tahun-tahun sebelymnva
6| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi LK]
kinerja dengan realiasi kinerja dilevel nasionalh fonal (Bench cC 0,60
|~ 7[Dokumen Laporan Kinena telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja - ; K
|beserta upaya nyata dan/atau hambalannya cc 080
8| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensl atas penggunaan 7 n » K
|sumber daya datam mencapai kinerja. | I‘;Esic ticnsl yang ‘H '-‘P"‘h"‘ bukanlah upaya yang (LK1
[+] 0.50 QFD; tapi kegiatan yang tidak jadi ! i ;
‘ dilaksanakan e
8| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan \s ' LIy
penyempurnaan kinena ke depan 8 0.7;0 :
g ! |
3.£|Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam ey =
lan strategl/k dalam kinerja berikutnya i g
[ i 20 [ isooo% 375
Sy ] '
1]infermasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan Informasi dalam laporan kinega belum - Topat K], dok
Bertangg b) ‘ bl ; ¥ g
X ke c 0,50 [sspenulinya menjadi pech tama pimpinan~ {dafar hadir
2 Ponm-aln informas: dalam laporan kinena menjadi salurun - Penyajian informas! dalam L Tincga belum |Notulen rapat pembahasan LI, doku oy
c 0.50 BCPMHIHU’I menjadi Isepeduhn seluruh pegawal |danar hadir
3|Informasi dalam laporan kinerja barkala telah di 1 dalam ¢ T ¥
penyesuaian akdnitas untuk mencapal kdnera. ‘“f“““" "“l“““’l‘ﬁ "d‘hn“"“"l-' berkala N\'m“wm LK), natulon np::tw Tenja. renja perubahan
L ) o8 m!nkmeacapql kinagjas |
’ ]
4]Informasi dalam laporan kinerja beriala telah 1 dalam Informast dalam Bertal bel . —
. il ity b i . Mt N:Uﬂﬂllilﬂi!\ \belun LK, notulen rapat ev tenfa, renja parubahan
¢ L) anggArmn unhuk tnencapan laneqa
5|Informasi dalam laporan kinena lelah digunakan dalam ovaluasi = —
pencapalan keborhasilan idnerja & e "'v‘l"m". dalam Whm!l. belum sspenutaya LI, noluten (apal uv ranja, fenja perubahan
: Jloneda
8| Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaran nfonmast dalam laporon kinerja belum sepenuhnya | LKL hetulen rapal v renja, ronja perubahon
perencanaan kinefja yang akan dihadapi benkutnya P 0,50 |diguuakan Mmp_wyamhn perchcanaan kinesja
- |yang alan diliadapi berfloutnya
7|informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya v e Informas dalam lsporen kuterya bel spenuh Parbup/ehi) g budaya organisasi |
kinerja organisasi [+] " 050 munpmgmﬂ puuhhnhnhyl Kieega Nsnun
5 SR
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z AINTERNAL e T o — -
: T Y2 TR T 3 R PR
Evaluasl Ammbllllu Krlmjl nhmnl ulll; dilaksanakan T > —
5.00 100,00% 5.00 !
1| Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Intornal C T
) Y 1.00 |6OP aval akip Internal
Evaluasl Akuntabiltas Kinarja Internal telah dilaksanakan pada sal;
: PR Y 1.00 6PT, (HE :
luasi Akuntabiltas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara
T > 7 100 ; Revh sheet .
Ab| Evaluasl Akuntabiiitas Kinerja | telah dilaksanakan secara :
berkualltas dengan Sumber Daya yang memadal 250 I 56,00% 420 1 |
: i ;
1| Evaluasi Akuntabilitas Kinena Internal telah dilaksanakan sesual standar s ki “[Perbup mengenal evaluasi akip intemal
.80 e
2| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang A 8PT, buld] dokurnantast/dafar hadir 2KS
memadai cc 060 SDM yang meldkukan evaluasi tidak semua
* |memilild sertifikat Diklat Evalui.i Sakip
luasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan - = Kerla Evaluas
3|Evaluas : I;l cc 0.00 {cukup dilkukan pen Kortas Kerja Evaluashasll wawancara
o Internal telah dilaksanakan pada seluruh ~
] E\mu‘mmunus l:merja pa BB | nen (e 8PT, LHE
—; Evaluasl Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan T E-sakip
Teknologl Informasi (Aplikasi) E + | Bvaluasi SAKIP Delum menggunakan Aplikasi g
22| impiementasl SAKIP talah meningkat karena evaluasl Akuntabliitas — : -
Kineda Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) I8
dalam efektifitas dan efislens] Kinerja .50 i G!m 7.75
I | atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal tel r T
| s . " = 8 0,70 | Sebagian tolah di Grdaklanjui Uil ngak anjat
=3[ 7etan tenadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanalan : | Scbagian telah di tndaklargel HE SAKIP
1adak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal cc 060 Y
3[Hasi Evaluasi Akuntabllitas Kinera Intemal telah dimanfaatian untuk o Sebagian tebal di lindaklanjatl | B indak fanfol
| percaikan dan peningkatan cc 060 :
2[Mesi dan Evaluas| Akuntabilitas Kinerja Internal telah di dalam ] Sebagian telah i indaklangui THE, DUl tndax et
mandukung efektifitas dan efisiensl kanerna cc 0.0
5[ Telah terjadi perbaikan dan peningiatan kinena dengan memantaatian cc : 0.60 [Sebsgian telah di tindaklanu LHE, buidi tindak fanjat
hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal - '
T P T T P
JUASUAKUNTARILITAS KINERIA (100%). | LA |

: ANDI RAHMATIAH, SE ( mt\_/)

NIP. 19700705 199003 2 003

: Drs. WINARTO - )
NIP. 19640810 199503 1 001

: ADE HODRI, SP ( )

. 196310 71‘990 1 005 NIP. 19711025 200604 1 003

G ng%i.x

: MARTHOT WIJAYA N. SH, CGAA
NIP. 19810601 201502 1 001

: MEYRINA EKA PUTR], S.SI, M.SI
NIP. 19860612 201001 2 021

: RAEKHIE PRAYOGA, SH. MH
NIP. 19850622 201101 1 003

: NURHAMDI, SE
NIP. 19810123 200904 1 004

NIP. 198501£3 201001 1 009

-
- NURIA NINGSIH, A Md ( :
NIP. 19740430 200501 2 007 )
\
: PRY HERLYANTO (
NIP. 19820611 200901 1 010 )
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